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BAB II  
Gambaran Umum Permasalahan Penduduk di Jepang 
 
Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran secara umum 
mengenai permasalahan demografi di Jepang, beserta permasalahan mengenai 
ketidaksetaraan gender (gender gap) yang terjadi di masyarakat Jepang dari kurun 
waktu 2012 hingga 2019, lalu kebijakan ‘Womenomics’ yang menjadi acuan utama 
utama untuk mengatasi permasalahan baik ekonomi dan ketidaksetaraan gender di 
Jepang.  
2.1 Permasalahan Penduduk dan Kondisi Masyarakat di Jepang 
2.1.1 Penurunan Angka Kelahiran  
 Penurunan angka kelahiran yang terjadi di Jepang selama bertahun-tahun 
semakin bertambah angka harapan hidup dan kematian serta semakin menurun 
angka kelahiran dan angka usia produktif di kalangan pekerja, menjadikan krisi 
demografi di Jepang berada di tingkat terburuk bahkan sejak abad ke 18.1 
 Pada tahun 2019, data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, 
Perburuhan dan Kesejahteraan (Ministry of Health, Labour and Welfare) jika angka 
kelahiran di Jepang menyentuh angka terendah sebesar 864.000 dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya 2018 angka ini terus berkurang sejauh 54.000 perbedaan 
yang terlihat secara signifikan terjadi dengan angka kematian yang juga meningkat 
                                                          
1 Emiko Jozuka & Jessie Yeung, dkk, Japan's Birth Rate Hits Another Record Low in 2019, CNN, 
diakses dalam: https://edition.cnn.com/2019/12/25/asia/japan-birthrate-hnk-intl/index.html 
(03/04/2020) 
 
30 
 
sebesar 1,376 dengan jumlah penduduk Jepang saat ini berjumlah 124.000.000 
jiwa.2                                           
Dengan rendah nya angka kelahiran ini ditandai dengan permasalahan –
permasalahan sebagai latar belakang,  diantaranya adalah pembagian waktu yang 
dirasa sulit terutama bagi para tenaga pekerja perempuan penuh waktu dalam 
membagi tugas termasuk dalam mengurus anak dan mengerkajan pekerjaan rumah 
tangga, sedikitnya peran dari suami dalam membantu tugas istri baik dalam 
mengurus anak dan mengurus rumah tangga masih jarang ditemukan hal ini 
dikarenakan masih terdapatnya prinsip-prinsip sosial politik konservatif di Jepang 
untuk lebih memberatkan terhadap perempuan untuk menyerahkan sepenuhnya 
pekerjaan rumah tangga sementara laki-laki hanya berkontribusi sedikit dalam 
pengerjaan nya.3 
 Jika perempuan yang bekerja secara penuh di Jepang harus menghabiskan 
setidaknya sekitar rata-rata adalah 20 hingga 27  jam per minggu untuk mengurus 
urusan rumah tangga maka kontribusi sedikit yang bisa diberikan oleh pasangan 
mereka hanya berkisar antara 3 hingga 5.3 jam per minggu nya. 4 Jumlah penduduk 
Jepang dengan usia 60 sampai 65 sebanyak 35.15 juta jiwa, 27,7 % dari total 126.71 
juta jiwa total populasi Jepang per tahun 2017 hingga pertengahan 2018. 5 
                                                          
 
2 Ben Dooley, Japan Shrinks by 500,000 People as Births Fall to Lowest Number Since 1874, 
ditulis pada : Dec. 24, 2019, diakses: https://www.nytimes.com/2019/12/24/world/asia/japan-
birthrate-shrink.html pada : 03/04/2020  
 
3 Noriko O. Tsuya, Low Fertility in Japan – No End in Sight, East – West Center Asia Pacific 
Issues Analysis from The East-West Center, No. 131, June 2017 hal.2-3.  
 
4 Ibid.  
 
5 A 2018 Declining Birthrate White Paper and Current Status of Countermeasures against 
Declining Birthrate, Japan Cabinet Office, diakses : 
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 Faktor lain yang mempengarungi tingkat penurunan kelahiran dilihat dari 
tingkat kesuburan perempuan di Jepang, mengingat perempuan di Jepang saat ini 
lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan menjadi ibu rumah tangga 
sehingga pilihan untuk cenderung menunda pernikahan atau bahkan sama sekali 
tidak ada keinginan untuk memiliki anak menjadi hal yang sering terjadi di Jepang 
saat ini.6 
Dengan demikian, perkiraan proyeksi di masa depan mengenai 
kelangsungan tingkat kelahiran di Jepang menurut Lembaga Penelitian 
Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional (National Institute of Population and 
Social Security Research) jika tingkat kesuburan (fertility) untuk perempuan di 
Jepang terutama pada perempuan berusia 30 hingga 40 tahun terus mengalami 
penurunan dari tahun 2010 hingga 2015 sehingga angka kelahiran di tahun 2050 
mendatang akan mengalami penurunan sebesar 8,98 juta atau sebesar 10,2% dari 
total populasi yang diperkirakan sebesar 80.08 juta jiwa di tahun yang sama.7 
Dengan penjelasan di atas, penurunan kelahiran bayi di Jepang menjadi yang 
terendah di sepanjang sejarah sejak Jepang mengalami “ledakan kelahiran bayi” 
atau dikenal dengan “baby booming” sejak Perang Dunia II dan tahun 1989.8  
                                                          
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/english/w-2018/pdf/part1-1.pdf 
pada 10/04/2020 jam. 10.10 
 
6 Ibid.  
7 A 2018 Declining Birthrate White Paper and Current Status of Countermeasures against 
Declining Birthrate (Summary), Op.Cit.  
 
8 Yutaka Oktaka, Japan’s Population has Started to Shrink adn Polarized, Geographically The 
Cencus Reveals The Concentration of People in Large Cities and Cities Centers, Mizuho 
Economic Outlook & Analysis Research Institute, diakses dalam : https://www.mizuho-
ri.co.jp/publication/research/pdf/eo/MEA160530.pdf (13/04/2020) 
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Intensitas keinginan untuk menikah dari pasangan Jepang juga turut 
menurun dibandingkan dengan tahun 1979 hingga 1989 menurut data dari Menteri 
Kesehatan, Buruh dan Kesejahteraan jika keputusan untuk menunda pernikahan 
berdampak pada keputusan untuk memiliki anak, data dari Menteri Kesehatan, 
Buruh dan Kesejahteraan pada tahun 2016 bahwa perempuan di Jepang rata-rata 
memutuskan untuk menikah di usia 29 tahun keatas sedangkan untuk pria Jepang 
memutuskan menikah di usia 31 tahun keatas. 9  
2.1.2 Populasi Menua (Aging Population) 
Jumlah populasi di dunia dengan penduduk lanjut usia yaitu usia 65 tahun 
keatas mencapai termasuk di kawasan Asia Timur dan Tenggara sebesar 260 juta 
jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah setiap tahun nya, perserikatan Bangsa-
bangsa ( PBB ) memproyeksikan di masa depan bahwa terjadinya pertambahan 
penduduk lanjut usia di kawasan Asia Timur dan Tenggara di tahun 2019 sebesar 
260 juta jiwa menjadi 570  juta jiwa di tahun 2050 mendatang.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
9 A 2018 Declining Birthrate White Paper and Current Status of Countermeasures against 
Declining Birthrate, Japan Cabinet Office, Op.Cit.  
10 United Nation Departement of Economic and Social Affairs Population Division, 2019, World 
Population Ageing 2019, New York diakses: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAge
ing2019-Report.pdf pada. 20/04/2020 
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Tabel 2.1 
Jumlah Penduduk Berusia 65 tahun hingga lebih Berdasarkan Kawasan dalam 
Kurun Waktu 2019 dan 2050 
 
Sumber: United Nations Departement  of Economic and Social Affairs, Population Division (2019)11 
 
Berdasarkan tabel 2.1 yang didapatkan dari divisi populasi dan departemen 
sosial ekonomi menyebutkan bahwa di tahun 2019 jumlah total populasi bagi 
penduduk di usia 65 tahun keatas khusus di wilayah Asia baik Asia Timur dan 
Selatan mencapai 260.6 juta jiwa dan diproyeksikan di tahun 2050 mendatang akan 
meningkat tajam sebesar 120 % menjadi 572.5 juta jiwa. 12 
Permasalahan penuaan populasi atau dikenal populasi atau dikenal dengan 
“ aging population “ apabila kita lihat dengan penjelasan yang sebelumnya bahwa 
permasalahan demografi Jepang adalah rendah nya angka kelahiran dan tingginya 
angka harapan hidup di Jepang, perkiraan harapan hidup tertinggi di Jepang dapat 
mencapai usia hingga 80 tahun keatas dan seterusnya.13  
 
                                                          
11 United Nations Departement  of Economic and Social Affairs, Population Division (2019) 
12 Ibid.  
13 Dallin Jack, The Issue of Japan' s Aging Population, Law School International Immersion 
Program Papers, No. 8 (2016), Op.Cit. hal.3  
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Usia yang mendominasi populasi di Jepang adalah 65 tahun keatas menjadi 
perhatian baik bagi pengamat badan survey di luar Jepang hingga pemerintah 
Jepang, tahun 2015 Jepang mengalami peningkatan aging population terhadap 
penduduk di usia 65 tahun keatas dengan jumlah mencapai 26 % dari total populasi 
dibandingkan dengan jumlah generasi penerus dengan rentang usia 0-14 tahun 
sebesar 12 %.  
Tabel 2.2 
Struktur Usia Penduduk Berdasarkan Negara 
 
 
Sumber : Statistical Handbook of Japan 2019 14 
 
Tabel 2.2 merupakan data statistik dari Kementerian Urusan Dalam Negeri 
dan Komunikasi ( MIC ) di tahun 2015 jumlah penduduk Jepang dengan usia 65 
tahun keatas mencapai 26.6 % dan di proyeksikan akan meningkat sebesar 38.1 % 
di tahun 2060 mendatang.15 Namun, berdasarkan data terbaru dari Menteri dalam 
Negeri dan Komunikasi yang dikutip oleh Japantimes bahwa tahun 2018 dengan  
                                                          
14 Statistical Handbook of Japan 2019, Ministry of Internal Affairs and Communications diakses: 
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2019all.pdf#page=1 
15 Ibid.  
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total penduduk dengan usia 65 tahun keatas di Jepang sebesar 35.88 juta jiwa atau 
dengan presentase sebesar 12,9 % dari kalangan pekerja dan 28,4 % dari total 
populasi Jepang.16  
Hal ini menjadi permasalahan bagi Jepang karena semakin tingginya jumlah 
populasi usia lanjut usia di Jepang maka akan semakin berdampak pada beberapa 
aspek vital seperti ekonomi yang semakin menurun nya jumlah usia produktif kerja 
dan berkontribusi sebagai tenaga kerja serta menambah beban negara untuk 
mengalokasikan dana sebagai perawatan terhadap orang lanjut usia seperti dana 
pensiun dan lain sebagainya, meskipun demikian pemberian dana pensiun terhadap 
tenaga kerja yang sudah diatas 65 tahun dibebankan kepada perusahaan tempat 
mereka bekerja.17 
Hal ini sejalan dengan jumlah ketergantungan bagi para penduduk dengan 
usia 65 tahun ke atas terhadap negara juga diperkirakan akan terus bertambah di 
Jepang, dengan kata lain Jepang akan dihadapkan dengan semakin bertambah 
tingginya jumlah rasio usia tidak produktif kerja ( 65 tahun ke atas ) dibandingkan 
dengan yang saat ini dan di masa depan untuk usia generasi penerus dan usia 
produktif kerja ( 16- 64 tahun ). 18 
                                                          
16 Elderly citizens accounted for record 28.4% of Japan's population in 2018, data show diakses: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/15/national/elderly-citizens-accounted-record-28-4-
japans-population-2018-data-show/#.XpU1sf0zbIV pada. 14/04/2020 jam.12.17 
 
17 Ibid. 
 
18 Eurostat Statistcs Explained Glossary:Old-age dependency ratio, diakses: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Old-age_dependency_ratio 
(22/04/2020)  
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Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan dan memprediksi jika total 
angka ketergantungan penduduk dengan usia 65 tahun keatas (Old-age dependency 
ratio) dengan negara Jepang sebagai peringkat pertama dibandingkan dengan 10 
negara di dunia dengan kategori yang sama yaitu ketergantungan penduduk dengan 
usia 65 tahun keatas.19 
Bagan 2.3 
10 Negara dengan Rasio Ketergantungan Usia Tua Tahun 2019 dan 2050 
 
 
Sumber : Mason and Ronald Lee, based on the method outlined in Mason and others 
(2017) dalam Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa ( 
PBB ),  (2019)20 
 
                                                          
19 United Nation Departement of Economic and Social Affairs Population Division, 2019, World 
Population Ageing 2019, New York diakses: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAge
ing2019-Report.pdf pada. (22/04/2020) 
20 United Nations Departement of Economic and Social Affairs World Population Ageing 2019, 
diakses dalam: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAge
ing2019-Report.pdf pada (22/04/2020) 
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Data yang terdapat di bagan 2.3 menunjukkan jika jumlah usia ketergantungan 
penduduk dengan usia 65 tahun keatas di Jepang pada tahun 2019 berjumlah 51 
orang per 100 orang dengan usia 20 hingga 64 tahun hal ini diprediksi akan semakin 
bertambah dengan gambaran proyeksi di tahun 2050 mendatang jika total rasio 
jumlah ketergantungan penduduk usia 65 tahun keatas akan meningkat sejumlah 81 
orang per 100 orang dengan usia 20 hingga 64 tahun.21 
2.1.3 Kesenjangan Gender di Jepang 
 Gambaran lain dari permasalahan penduduk di Jepang adalah terdapatnya 
ketidaksetaraan gender di Jepang, dimana ketimpangan secara gender dapat terlihat 
dengan jelas terutama dalam aspek sosial – ekonomi dan politik.22 Beberapa hal 
yang menjadi indikasi terciptanya ketidaksetaraan gender di Jepang, diantaranya 
adalah ketidaksetaraanya upah yang diterima oleh tenaga kerja laki-laki dan 
perempuan dalam dunia kerja, pada tahun 2015 OECD melaporkan jika 
ketimpangan penerimaan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan sebesar 25.7% 
hal ini dikarenakan perempuan di Jepang dihadapkan dengan pilihan yang tidak 
mudah antara meninggalkan karir mereka dan merawat anak atau tetap bekerja 
namun dengan upah yang tidak seimbang. 23  
  
 
                                                          
21 Ibid.  
22 Willem Adema dan Valerie Frey, 2017, OECD,The Pursuit of Gender Equality: An Uphill 
Battle : How does Japan Compare ? diakses: http://oe.cd/gender2017 pada 27/04/2020 jam. 10.22 
 
23 Ibid.  
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World Economic Forum ( WEF ) merilis laporan data ketimpangan gender 
(Gender Gap) atau kesenjangan antar gender dan menempatkan Jepang di peringkat 
110 di antara 149 negara tahun 2013 dalam kategori 4 aspek, diantaranya adalah 
kesempatan dan partisipasi terhadap ekonomi (economic participation and 
opportunity), pendidikan (educational attainment), kesehatan (health and survival) 
dan politik (political empowerment). 24  
World Economic Forum ( WEF ) mengeluarkan laporan mengenai 
kesetaraan gender di berbagai negara termasuk Jepang, dimulai dari kurun waktu 
2016 hingga 2020 Jepang secara konsisten berada di peringkat bawah untuk 
kesetaraan gender dengan kata lain, ketidaksetaraan gender di Jepang masih 
terjadi.25 Tahun 2016, World Economic Forum melaporkan untuk negara Jepang 
berada di ranking 111 dari 144 negara di dunia dengan perolehan skor sebesar 0.660 
atau sebesar 66 % dengan kategori aspek kesehatan Jepang berada di tingkat 40 
dengan perolehan skor sebesar 0.979, aspek pendidikan berada di tingkat 76 dengan  
                                                          
 
24 Kazuo Yamaguchi, 2019, Japan’s Gender Gap A Lack of Gender Equality in Career 
Opportunity and Long Work Hours Perpetuate Wage Differences Between Men and Women, 
Japan’s Gender Gap – Finance & Development | March 2019 | Volume 56 |  Number 1 | Badan 
Keungan Internasional (IMF), diakses : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/pdf/gender-equality-in-japan-yamaguchi.pdf 
(27/04/2020)  
 
25 Tomohiro Osaki From bad to worse: Japan slides 11 places to 121st in global gender equality 
ranking, ditulis : Dec 17, 2019 diakses: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/17/national/social-issues/japan-121st-global-gender-
equality-ranking/#.XqeczykzbIU (28/04/2020) 
 
 
 
39 
 
perolehan skor 0.990 dan aspek terendah adalah partisipasi ekonomi dan politik 
yang berada di tingkat 118 dengan perolehan score 0.569 dan peringkat 103 dengan 
score 0.103. 26 
Untuk tahun 2017, Jepang berada di tingkat 114 dengan perolehan skor 
sebesar 0.657 atau dengan persentase 65 % menurun satu tingkat dibandingkan 
tahun sebelumnya.27 Sedangkan untuk tahun 2018 Jepang berada di tingkat tahun 
2020, Jepang kembali merilis laporan ketidaksetaraan gender (gender gap) dan 
Jepang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu berada di tingkat 121 
dari 153 negara, diatas satu tingkat terdapat Uni Emirat Arab dengan peringkat 120 
sedangkan dibawah Jepang satu tingkat 122 terdapat negara Kuwait.28 
Untuk kategori sub index, terdapat 4 aspek sub index yaitu ekonomi, Jepang 
berada di posisi ranking 115 dengan score yang diperoleh 0.598, sedikit tertinggal 
satu tingkat dengan negara Kenya dan diatas satu tingkat dengan negara Mauritius, 
sedangkan untuk pendidikan Jepang berada di ranking 100 besar yaitu 91 dengan 
perolehan score sebesar 0.983 dan untuk kesehatan Jepang berada di posisi 40 
dengan perolehan score 0.979 dan yang terakhir adalah partisipasi dalam politik 
Jepang berada di tingkat 144 dengan perolehan skore 0.049. 29 
 
                                                          
26 World Economic Forum Global Gender Gap Report 2016 diakses: 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf 
(23/04/2020) 
27 Ibid.2017  
28 Ibid.2020 
 
29 Ibid.  
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Dalam partisipasi dunia kerja, menurut catatan laporan OECD Jepang hanya 
memberikan persentase sebesar 63 % bagi perempuan untuk dapat bekerja hal ini 
menjadi tidak seimbang dibandingkan dengan persentasi laki-laki yang 
berpartisipasi dalam dunia kerja sebesar 85 % begitu pula dalam hal penerimaan 
upah, perempuan yang bekerja di Jepang di dominasi oleh pekerja paruh waktu 
sehingga upah yang mereka terima tidak lebih dari $ 22,727 per tahun nya 
sedangkan untuk laki-laki, upah yang mereka terima berkisar antara $ 48,000 per 
tahun. 30 
Aspek fundamental dalam membahas ketidaksetaraan gender di Jepang 
tidak terlepas dari peranan aspek ekonomi dimana keterkaitan antara ekonomi 
hampir berkesinambungan dengan aspek-aspek lainnya yang juga merupakan 
faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidak setaraan gender di Jepang seperti 
sosial-politik dan kebudayaan, ketika Jepang dihadapkan dengan rendah nya 
partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan rendah nya upah yang diterima oleh 
perempuan karena perempuan di Jepang hanya menduduki sektor pekerja paruh 
waktu atau hanya sebagai pegawai biasa dan kecil kemungkinan bagi para pekerja 
perempuan di Jepang untuk dapat mencapai posisi sektor strategis atau dengan kata 
lain manajerial, direktur hingga CEO. 31 
 
 
                                                          
 
30 World Economic Forum Closing the Gender Gap in Japan, June 2014, diakses: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ClosingGenderGap_Japan_Report_2014.pdf (27/04/2020) 
31 Ibid.  
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Beberapa data menunjukkan jika keterlibatan perempuan dalam ekonomi 
sebagai tenaga kerja baik di perusahaan ataupun dalam dunia pemerintahan masih 
cenderung relatif rendah, pada tahun 2016 World Economic Forum ( WEF ) dalam 
laporan Global Gender Gap partisipasi dalam dunia kerja berjumlah 66 untuk 
tenaga kerja perempuan dan 85 untuk tenaga kerja laki-laki per 100 populasi di 
Jepang sedangkan untuk partisipasi dalam dunia politik, Jepang masih cenderung 
rendah dengan 9 untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan jumlah 
91 per 100 populasi. 32 
Dalam dunia internasional, reputasi Jepang yang dikenal dengan pemimpin 
ekonomi terbesar di dunia masih buruk karena besarnya ketimpangan gender antara 
laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dengan bagaimana Jepang dalam 
melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain melalui perwakilan 
atau diplomat yang masih di dominasi oleh laki-laki.33 Dalam bidang pengambilan 
keputusan suara perempuan di Jepang cenderung diabaikan bahkan data 
menyebutkan jika jumlah diplomat Jepang hanya berkisar antara 3 % dibandingkan 
dengan laki-laki.34 
 
 
                                                          
32 World Economic Forum Global Gender Gap Report 2016 diakses: 
https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=JPN 
(28/04/2020)  
 
33 Nancy Snow, Japan must take lead in gender diplomacy, diakses: 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/05/05/commentary/japan-commentary/japan-must-
take-lead-gender-diplomacy/#.Xqe7aJ4zbIV pada. 28/04/2020 jam. 12/16 
 
34 Aki Iida, 2018, Gender inequality in Japan: The status of women, and their  
promotion in the workplace, Cornvinus Jornal of International Affairs, Vol 3, No 3 hal.44 
C O R V I N U S  
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2.1.4  Pelecehan terhadap Perempuan ( Matahara ) di Tempat Kerja 
 Seperti penjelasan sebelumnya, selain terdapatnya ketidak setaraan gender 
bagi perempuan di Jepang juga dihadapkan dengan diskriminasi terhadap tenaga 
kerja perempuan di tempat kerja terutama kepada perempuan yang sedang hamil 
dan pasca melahirkan anak pertama atau dikenal dengan peristiwa ‘Matahara’ 
(mother harrasement).35  
Sejumlah bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan Jepang di 
tempat kerja mereka yang paling tampak adalah ketika perempuan di Jepang hamil 
atau pasca memiliki anak pertama mereka, perusahaan tempat mereka bekerja 
cenderung akan memberikan dua pilihan sulit bagi tenaga kerja perempuan yang 
sedang hamil dan akan mengambil cuti melahirkan yaitu segera mengajukan 
pengunduran diri dan tidak bisa kembali bekerja lagi setelah anak mereka lahir.36 
Menurut Mataharanet.org, sebesar 60 % pekerja perempuan di Jepang rata-
rata diharuskan meninggalkan pekerjaan mereka ketika mereka sedang hamil dan 
akan mengambil cuti melahirkan anak pertama mereka, 43.1 % adalah pegawai 
tetap dan 4 % adalah yang bekerja sebagai tenaga paruh waktu, survey lain yang 
dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Jepang jika tahun 2015 setidaknya 
20.9% tenaga kerja perempuan di Jepang mengalami diskriminasi matahara ini. 37 
                                                          
35 What is Matahara ? diakses: http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/ pada. 
30/04/2020 jam. 13.01 
 
36 Tomohiro Osaki, 'Maternity harassment' victims assail lack of protection for pregnant working 
women, diakses dalam: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/24/national/maternity-
harassment-victims-assail-lack-of-protection-for-pregnant-working-women/#.Xq9KSZ4zbIU 
(04/05/2020) 
  
 
37 What is Matahara ? diakses dalam: http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/ 
(04/05/2020)  
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Rendah nya toleransi terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil atau 
bahkan telah memiliki anak masih di implementasikan di lapangan, hal ini tidak 
mudah menghilangkan perspektif sosial budaya patriarki yang selama ini melekat 
terhadap masyarakat Jepang yang tercermin dari perilaku diskriminasi dan 
pelecehan yang sering ditemui oleh pekerja perempuan Jepang yang sedang hamil 
cenderung sering dilakukan oleh pihak atasan ataupun sesama rekan kerja mereka.38 
Sikap toleransi yang rendah terhadap pekerja perempuan yang hamil dilihat 
dari persepektif –perspektif yang masih melekat di pemikiran masyarakat Jepang 
yang cenderung patriarki, dalam memandang disparitas peran yang di bebankan 
kepada gender yaitu laki-laki dan perempuan seperti laki-laki cenderung yang 
bekerja di luar dan perempuan seharusnya di rumah untuk mengurus rumah tangga 
dan membesarkan anak. 39 
Implementasi yang terjadi di lapangan sebagaimana dialami oleh pekerja 
perempuan di Jepang yang meskipun terdapat beberapa hukum mengenai 
penghapusan diskriminasi di tempat kerja dan dukungan untuk perolehan hak dan 
kesempatan yang setara baik bagi perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja seperti 
EEOL, PWCA dan lain sebagainya, masih ditemukan perusahaan–perusahaan di 
Jepang yang cenderung mengabaikan hal tersebut atau bahkan tidak 
                                                          
38 Zuriyatus Safitri Wulandari dan Putri Elsy, 2018, Matahara Mondai dan Hubungannya dengan 
Keinginan Wanita Muda Jepang Untuk Bekerja dan Memiliki Anak, JAPANOLOGY, VOL. 6, 
NO. 2 hal. 183 
 
39 Ibid.  
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memperdulikan sama sekali dimana hal ini menunjukkan bahwa masih 
diberlakukan jam kerja yang tinggi bagi para pekerja nya termasuk perempuan.40 
 Hal yang membebani pekerja perempuan di Jepang yang sedang hamil 
adalah persamaan dalam memikul beban kerja yang sama dengan pekerja yang atau 
pekerja perempuan yang tidak sedang hamil, perusahaan –perusahaan di Jepang 
menuntut untuk jam kerja yang panjang bahkan lebih dari 8 jam per harinya, sebesar 
44 % pekerja Jepang dituntut di tempat kerja mereka untuk memiliki waktu bekerja 
yang lebih panjang sedangkan 38 % lainnya dituntut untuk lembur hampir setiap 
hari hingga yang terakhir adalah sebesar 6 % diharuskan bekerja hingga melewati 
standarisai batas waktu kerja hingga larut malam. 41  
 Persoalan lain yang melatar belakangi terjadinya ‘Matahara’ adalah 
pengambilan cuti baik itu cuti melahirkan dan cuti untuk merawat anak pasca 
melahirkan, meskipun pemerintah Jepang telah memberlakukan upaya hukum 
untuk mendukung terhadap pemberian cuti berbayar bagi pekerja perempuan yang 
sedang hamil dan merawat anak serta bagi pekerja laki-laki juga diberikan 
kesempatan untuk mengambil cuti berbayar tersebut guna membantu istri nya 
dalam merawat anak, hal ini masih sangat jarang terjadi di lapangan yang 
dikarenakan stigma pandangan di Jepang jika pekerja yang cenderung tidak bekerja 
secara penuh waktu dinilai tidak memiliki etos kerja yang baik hal ini diberlakukan 
setara baik itu untuk pekerja laki-laki atau pun perempuan.42 
                                                          
40 Why Matahara Occurs in Japan? ; Two deeply-rooted Beliefs Behind Matahara diakses dalam: 
http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/ (04/05/2020) 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
 
45 
 
 Selain tuntutan jam kerja yang tinggi, perusahaan –perusahaan di Jepang 
cenderung tidak melakukan pemberian cuti berbayar terhadap karyawan nya, hal 
ini menurut pengaduan responden di mataharanet.org bahwa sebesar 42 % pekerja 
mengalami kesulitan untuk mengajukan cuti berbayar ketika hamil atau merawat 
anak mereka pasca melahirkan di perusahaan tempat mereka bekerja sedangkan 
22% perusahaan tempat mereka bekerja hanya memberikan waktu yang singkat 
untuk cuti berbayar tersebut dan yang terakhir adalah sebesar 20 % pekerja tidak 
mendapatkan cuti berbayar di perusahaan tempat mereka bekerja. 43 
 Untuk itu, para perempuan di Jepang seringkali dihadapkan kepada pilihan- 
pilihan yang sulit dalam memilih mengurus keluarga dan anak atau berkarir, hal ini 
dikarenakan situasi di dunia kerja di Jepang yang tidak memungkinkan bagi 
perempuan di Jepang yang telah memiliki anak untuk dapat kembali lagi bekerja 
sebagai posisi awal mereka sebelum hamil dan memiliki anak, hal ini tidak 
diberlakukan di sebagian besar perusahaan di Jepang yang cenderung 
memberhentikan secara sepihak pekerja perempuan mereka yang sedang hamil dan 
akan menggantikan posisi mereka dengan pekerja yang masih produktif. 44 
 Tidak hanya pergantian posisi tetapi juga terdapatnya kecemburuan sosial 
yang tidak dapat terhindarkan antar sesama rekan kerja terutama bagi mereka yang 
tidak sedang hamil, pekerja perempuan yang sedang tidak hamil cenderung 
merendahkan rekan kerja mereka yang sedang hamil dengan mengatakan bahwa 
mereka adalah orang yang egois karena ketika mereka memutuskan untuk hamil 
                                                          
43 Ibid.  
 
44 Even Women Have Different Thoughts on Matahara diakses dalam: 
http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/ (04.04.2020) 
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akan ada kecenderungan untuk memintan beban yang lebih ringan dalam pekerjaan 
mereka seperti keringanan untuk tidak bekerja lembur dan ketika memutuskan 
untuk mengambil cuti melahirkan.45 Dengan begitu, akan menjadikan tugas yang 
diemban oleh rekan kerja yang sedang tidak hamil akan bertambah setidaknya 
sebelum posisi rekan kerja mereka yang sedang hamil digantikan dengan karyawan 
baru. 46 
Hal ini menjadikan perempuan di Jepang yang telah memiliki anak 
cenderung untuk menjadi “ perempuan di rumah “ dan memutuskan untuk merawat 
dan membesarkan anak, dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi ‘Matahara’ 
terhadap pekerja perempuan yang lain adalah timbulnya kekhawatiran bagi mereka 
di masa depan ketika mereka memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, selain 
itu tidak sedikit juga perempuan di Jepang khususnya lulusan universitas yang 
cenderung lebih mementingkan karir mereka dibandingkan dengan menikah dan 
memiliki anak, anggapan bahwa memiliki anak hanya akan menghambat 
penjajakan karir profesionalisme pekerja perempuan di masa depan dimiliki oleh 
perempuan karir namun tidak menutup kemungkinan pula masih terdapat 
perempuan-perempuan yang menjadi ibu rumah tangga juga beranggapan jika 
perempuan yang cenderung memilih karir dibandingkan keluarga adalah pilihan 
yang egois.47 
 
                                                          
45 The 4 Types of Matahara, diakses dalam: http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/ 
(04/05/2020) 
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2.2 Dampak Permasalahan Demografi di Jepang 
2.2.1 Dampak Ekonomi 
 Permasalahan demografi yang dihadapi oleh Jepang dengan rendahnya 
angka kelahiran dan tingginya angka harapan hidup mulai berdampak pada 
beberapa aspek fundamental seperti ekonomi, permasalahan ekonomi sebagai 
dampak yang dirasakan dari penurunan populasi penduduk terhadap sektor 
perekonomian makro terutama dalam hal tenaga kerja dan produksi.48 
 Semakin banyak nya populasi usia 65 tahun keatas membuat industri 
manufaktur makro seperti pabrik elektronik dan pabrik kendaraan bermotor yang 
kekurangan tenaga kerja mereka, hal ini dikarenakan para pekerja yang telah 
mencapai usia pensiun telah meninggalkan pekerjaan mereka sementara generasi 
muda yang semakin menurun tidak dapat menggantikan posisi pekerja sebelumnya, 
akibat dari penuruan populasi dan rendah nya para pekerja di Jepang, IMF dalam 
laporan ekonomi terhadap negara Jepang memperhitungkan jika pertumbuhan PDB 
Jepang hanya tumbuh sebesar 1 % per tahun nya.49 
 Dampak lain yang ditimbulkan dari penurunan populasi terhadap ekonomi 
terutama pada sektor ekonomi makro selain angkatan pekerja yang juga turut 
mengalami penurunan, dalam pengembangan modal dan suku bunga riil yang 
secara tidak langsung akan mempengaruhi berjalan nya inflasi.50  
                                                          
48 Simran Walia, The economic Challenge of Japan's Aging Crisis, diakses: 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/11/19/commentary/japan-commentary/economic-
challenge-japans-aging-crisis/#.XrDZ1J4zbIU pada. 05/05/2020 jam. 10.38 
 
49 Ibid.  
50 Derek Anderson, Dennis Botman, dkk, Is Japan’s Population Aging Deflationary ?, IMF 
Working Paper Research 14/139, 2014, Department and Asia and Pacific Department, hal.3, 
diakses: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14139.pdf pada. 05/05/2020 jam. 11.08 
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Grafik 2.4 
Grafik pertumbuhan GDP per Tahun (GDP growth (annual %) – Japan) 
Jepang dalam kurun waktu 2012-2018 
 
Sumber : The World Bank Data 51 
Data grafik 2.4 menunjukkan pertumbuhan perekonomian yaitu 
pertumbuhan domestik bruto (GDP) di Jepang dalam kurun waktu 2012 hingga 
2018 dimana di dalam data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 
pertumbuhan perekonomian dengan perolehan GDP sebesar 1.495 atau setara 
dengan 1.4 % sedangkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2013 pertumbuhan 
ekonomi Jepang mengalami peningkatan perolehan GDP menjadi 2 %, sedangkan 
di tahun 2014 ekonomi di Jepang mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 
menjadi 0.375 atau sebesar 0.3 %, di tahun berikutnya pertumbuhan GDP Jepang 
kembali mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan seperti di tahun 
2013 yaitu sebesar 1.223 % atau sebesar 1.2 % di tahun 2015, di tahun 2016 
                                                          
51 The World Bank Data GDP growth (annual %) – Japan diakses: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?contextual=default&end=2018&loc
ations=JP&start=2012 
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pendapatan GDP Jepang kembali mengalami penurunan menjadi 0.609 % atau 
hanya sebesar 0.6 %, tahun 2017 hingga 2018 pertumbuhan GDP di Jepang 1.929 
atau 1.9 % dan kembali menurun menjadi 0.788 atau 0.7 %.   
Jepang dikenal sebagai pemegang perekonomian global terbesar ketiga dan 
pemegang teknologi revolusi industri terbesar di peringkat ke empat di dunia.52 
Namun, seiring dengan berjalan nya waktu permasalasahan pertumbuhan ekonomi 
Jepang yang cenderung mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan mulai 
terlihat mengkhawatirkan, kekurangan tenaga kerja menjadi faktor terbesar hal ini 
terjadi yang dikarenakan hal ini tidak mampu mencukupi permintaan di bursa 
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan –perusahaan besar di Jepang akibat 
dari banyak nya tenaga kerja yang telah mencapai usia pensiun ( 60 hingga 65 tahun 
keatas ) juga menemui berbagai hambatan. 53  
 Jumlah tenaga kerja di Jepang pada tahun 2014 menurut laporan Sekertarian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa khusus Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial 
bahwa proyeksi masa depan diprediksi oleh pemerintah Jepang melalui penelitian 
kajian buruh, tidak menutup kemungkinan jika penurunan angka pekerja di Jepang 
dapat mencapai 71.4 % pada 2025 mendatang untuk tenaga kerja laki-laki yang 
diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5.5 % dibandingkan dengan tahun 2014 
yang mencapai 76. 9 %, sedangkan untuk tenaga kerja perempuan yang jauh lebih 
rendah juga diperkirakan akan turut mengalami penurunan menjadi 47.7 % di tahun 
                                                          
52 Makiko E., How Japan can take the lead with an ageing workforce, diakses dalam: 
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/japan-reskilling-aging-workforce/ (11/05/2020)  
 
53 Ibid.  
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2025 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 49.6 %, mengalami penurunan 
sebesar 1.9 %. 54  
Untuk menanggulangi hal tersebut, para peneliti yang turut pula meneliti 
mengenai permasalahan ini memberikan solusi yang ideal terhadap pemerintah 
Jepang agar penurunan terhadap pasar permintaan tenaga kerja dapat ditekan di 
masa depan setidak nya di proyeksikan tahun 2030 mendatang dengan 
meningkatkan tenaga kerja usia 50-65 tahun sebesar 1.63 juta jiwa dan mendorong 
partisipasi 1.02 juta jiwa perempuan dalam dunia kerja dan yang terakhir adalah 
membuka kesempatan bagi para pekerja asing sebanyak 81.000 juta jiwa.55 
Melihat penjelasan sebelumnya, apabila meninjau kembali gambaran umum 
dari pertumbuhan perekonomian di Jepang yang khususnya juga turut terdampak 
akibat dari penurunan populasi di Jepang dari tahun ke tahun membuat Pemerintah 
Jepang untuk bergerak cepat dalam mengatasi masalah ini, dalam kebijakan 
Perdana Menteri Shinzo Abe yang dikenal dengan ‘Abenomics’ salah satunya 
adalah berfokus pada permasalahan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan untuk menyelamatkan fiskal dan moneter Jepang yang mana masing-
masing tujuan dari kebijakan yang mengatur moneter dan fiskal adalah dengan 
memberlakukan peningkatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) dan penerimaan pajak serta menentukan jumlah peningkatan peredaran 
                                                          
54 Yukiko Katsumata, 2000, The Impact of Population Decline and Population Aging in Japan 
From The Perspective of Social and Labor Policy, United Nations Secretariat Population Division 
Department of Economic and Social Affairs, New York, 16-18 October 2000, hal. 3 diakses 
dalam:https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/2/katsumata.pdf 
(11/05/2020) 
 
55 Makiko E., How Japan can take the lead with an ageing workforce, diakses dalam: 
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/japan-reskilling-aging-workforce/ (11/05/2020) 
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serta perputaran uang di masyarakat guna menekan peningkatan terhadap suku 
bunga.56  
Menurut Deputi Gubernur Bank of Japan ( BoJ ), Kikuo Iwata, menjelaskan 
bahwa target pertumbuhan ekonomi Jepang terutama GDP dan fiskal Jepang yang 
diharapkan di kebijakan ‘Abenomics’ adalah sebesar 0.5 %  – 10 %. 57 Fondasi 
utama perekonomian Jepang ditopang dari kepemilikan aset di luar negeri sebesar 
US$ 3 triliun termasuk pemegang kepemilikan asuransi, perbankan, invesastasi 
hingga pensiun sebesar US$ 1.5 triliun, selain itu adalah terhadap sektor ekspor 
impor di beberapa negara di dunia yang mencapai US$ 400 milyar termasuk di 
kawasan Asia untuk barang-barang teknologi dan transportasi.58 Sektor terpenting 
dalam mendukung dan menjadi fondasi utama bagi perekonomian Jepang adalah 
nilai tukar mata uang Yen (JP¥) terhadap Dollar, pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 
07:46 UTC posisi nilai tukar 1 USD terhadap Yen senilai 107.217. 59 
Sektor terakhir yang menjadi fondasi terpenting bagi perekonomian di 
Jepang adalah aset dana pensiun, mengingat semakin banyaknya populasi 
penduduk dengan usia diatas 65 tahun maka kecenderungan untuk memilih 
meninggalkan dunia kerja menjadi pilihan yang diambil, namun hal ini tidak serta 
merta diambil begitu saja melainkan baik perusahaan maupun pihak pemerintah 
                                                          
56 Adi Abas, 2018, Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017, 
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 2,hal.444 
57 Kikuo Iwata, Japan's Economy and Monetary Policy, Bank of Japan, January 31, 2018, diakses 
dalam: https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2018/data/ko181105a1.pdf 
(11/05/2020) 
58 Sigit Setiawan, 2014, Kebijakan Stimulus Abenomics Jepang: Dampak Terhadap Ekonomi 
Indonesia dan Jepang, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 18, No. 2, hal. 162 
59 XE Currency Converter: 1 USD to JPY = 107.217 Japanese Yen, diakses: 
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=JPY pada. 
11/05/2020 jam. 14.50  
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Jepang dalam hal ini harus mempersiapkan uang pensiun bagi penduduk atau 
pekerja mereka. 60 
Masih terdapatnya pekerja dengan usia 65 tahun keatas membuat Jepang 
harus menetapkan batas usia untuk pensiun, dimana dalam hal ini ketika pekerja 
telah mencapai usia 65 tahun maka diharapkan untuk tidak lagi bekerja. 61 Dengan 
semakin banyaknya penduduk dengan usia 65 tahun keatas dan memasuki usia 
pensiun sedangkan posisi di dunia kerja untuk generasi berikutnya masih 
kekurangan atau kesulitan dalam mengganti tenaga kerja sebelumnya karena rendah 
nya angka kelahiran sehingga beban negara untuk menyediakan dana pensiun juga 
akan semakin bertambah dan hal ini berdampak terhadap ekonomi di Jepang. 62 
2.2.2  Dampak Sosial  
 Berdasarkan penjelasan dalam poin sebelumnya, dampak dari permasalahan 
penduduk Jepang tidak hanya pada perekonomian tetapi dampak terhadap sosial 
juga turut diperhitungkan, dimana dalam hal ini berdasarkan perhitungan proyeksi 
masa depan demografi Jepang baik oleh lembaga survey swasta ataupun pemerintah 
Jepang dengan semakin meningkatnya penduduk usia diatas 65 tahun yang 
membutuhkan perhatian lebih seperti biaya pensiun dan perawatan medis untuk 
mereka yang juga dibebankan kepada pemerintah. 63 
                                                          
60 Ibid.  
61 Yukiko Katsumata, 2000, The Impact of Population Decline and  Population Aging In Japan 
From The Perspective of Social and  Labor Policy, United Nations Secretariat Population Division 
Department of Economic and Social Affairs, New York, 16-18 October 2000, hal 4 
62 Ibid.  
63 Gabriel Domínguez, Impact of Japan's shrinking population 'already palpable', ditulis: 
06.01.2015 diakes: https://www.dw.com/en/impact-of-japans-shrinking-population-already-
palpable/a-18172873 pada. 12/05/2020 
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 Menurut seorang antropolog Fabio Gygi dari University of London, bahwa 
dampak secara sosial yang dialami oleh Jepang akibat dari permasalahan penduduk 
adalah tidak terlepas dari stigma sosial yang secara peran masih melekat dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana laki-laki masih dipandang sebagai 
pencari penghasilan utama sehingga harus berada di kantor untuk bekerja mencari 
nafkah sedangkan perempuan di rumah mengurus keluarga, walaupun sebenarnya 
gaya hidup tradisional ini masih dipandang sebagai prinsip hidup namun seiring 
dengan berjalan nya waktu mulai berubah dengan semakin meningkatnya 
partisipasi perempuan dalam dunia kerja.64 
 Walaupun demikian, dalam impelementasi nya, kecenderungan untuk 
menunda atau bahkan memilih untuk tidak menikah masih sering terjadi di Jepang, 
dengan tingginya partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja menyulitkan 
mereka untuk memikul dua beban sekaligus yaitu bekerja dan mengurus anak 
sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga menjadikan angka kelahiran yang 
semakin rendah sementara semakin tinggi nya angka harapan hidup di Jepang yang 
mencapai 85 tahun untuk perempuan dan 80 tahun untuk laki-laki pada tahun 
2013.65 
Dengan semakin meningginya angka harapan hidup ini termasuk dalam 
dunia kerja selain menambah beban negara dalam menyediakan anggaran yang 
lebih besar untuk perawatan bagi penduduk usia lanjut ( lansia ), juga perusahaan 
yang harus dibebankan pula pada pemberian uang pensiun, namun hal ini 
menjadikan dilema tersendiri bagi penduduk Jepang dalam kenyataan di lapangan 
                                                          
64 Op.Cit 
65 Ibid.  
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dimana masih dapat ditemukan tenaga kerja yang berusia diatas 60 tahun dan masih 
aktif bekerja, meskipun dalam aturan saat ini telah diberlakukan penentuan usia 
pekerja untuk pensiun adalah 65 tahun, namun terdapat dua skenario yang juga 
merupakan dampak fundamental dalam aspek sosial. 66 
Skenario pertama adalah ketika pekerja telah memasuki usia 60 hingga 65 
tahun maka diwajibkan untuk pensiun dan perusahaan ataupun pemerintah 
memberikan dana pensiun terhadap pekerja tersebut, skenario yang kedua adalah 
terdapatnya senioritas dalam hirarki dalam dunia pekerjaan sehingga pekerja yang 
sudah berusia 60 hingga 65 tahun tetap memilih bekerja namun sebagian 
penghasilan mereka dikenakan pajak walaupun gaji yang mereka terima beberapa 
lebih tinggi dibandingkan pekerja yang lebih muda, hal ini menjadikan dilema 
seperti yang sudah disebutkan adalah yang pertama adalah apakah para pekerja 
yang sudah berusia 60 hingga 65 tahun keatas memilih untuk pensiun atau bekerja 
lebih lama lagi dan yang kedua adalah berdampak pada beberapa generasi muda 
yang telah memasuki usia produktif cenderung mengalami kesulitan dalam 
memiliki pekerjaan.67 
Permasalahan lain adalah dikarenakan semakin berkurangnya generasi 
muda yang berpartisipasi dalam dunia kerja, maka Jepang dihadapkan dengan 
realita pengangguran di usia penduduk yang masih produktif seperti halnya di tahun 
2018 total tenaga kerja di Jepang menurut Japantimes.co mencapai 66,32 juta jiwa 
                                                          
66 Yashiro, N, (2002),  Social Implications of Demographic Change In Japan, diakses: 
https://pdfs.semanticscholar.org/f82f/bed172803de82c275dcc4e83ece79e76a862.pdf?_ga=2.10511
476.138578607.1589255390-351514637.1589255390 pada. 12/05/2020  
67 Ibid.  
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pada tahun 2018 dengan jumlah pengangguran sebanyak 2,6 % untuk laki-laki dan 
2,2 % untuk perempuan. 68  
Hal ini juga didukung data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi 
bahwa persentase jumlah pengangguran di Jepang mencapai 2,4 % di tahun yang 
sama dengan jumlah 360.000 jiwa penduduk Jepang yangs sedan mencari 
pekerjaan, Data terpisah dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan 
Kesejahteraan juga turut menambahkan data bahwa tingkat pencarian lowongan 
pekerjaan di Jepang mencapai 1,62 % atau dengan kata lain terdapat 162 lowongan 
pekerjaan tersedia untuk per 100 orang pelamar. 69 
Grafik 2.5 
Tingkat Pengangguran di Jepang 
 
 
Sumber : Statistics of Beureau Japan 70 
  
 
                                                          
68 Jobless rate edges up slightly to 2.4%, diakses: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/31/business/economy-business/jobless-rate-edges-
slightly-2-4/#.Xs3ZBUQzbIV pada. 27/05/2020 
 
69 Op.Cit.  
70 Statistics of Beureau Japan, Monthly Results, diakses: 
https://www.stat.go.jp/english/data/roudou/results/month/index.html (27/05/2020) 
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Data di grafik 2.5 menunjukkan statistik tingkat pengangguran yang secara 
musiman terjadi di Jepang dari kurun waktu 2017 hingga Maret 2019, puncak 
tertinggi dari tingkat pengangguran di Jepang tercatat di tahun 2017 yang mencapai 
3.1 % pada bulan mei hingga juli dan kembali menurun sebesar 0.3 % menjadi 2,8% 
pada bulan berikutnya di tahun yang sama, sedangkan pada awal tahun 2018 terjadi 
penurunan kembali untuk jumlah pengangguran di jepang mencapai 2.4 % di bulan 
Januari dan kembali mengalami penurunan di bulan April sebanyak 1 % menjadi 
2.3 %, masih di tahun yang sama di bulan Mei hingga akhir Bulan Agustus tingkat 
penangguran yang cenderung stabil dengan posisi peringkat 2.6 % secara berkala 
dan penurunan yang secara significan kembali terjadi di tahun 2019 di bulan 
November yang mencapai sebesar 2.2 % dengan seiring menguatnya perekonomian 
di Jepang, namun menjelang pertengahan tahun 2020 di bulan Maret kembali terjadi 
peningkatan jumlah penangguran sebanyak 2.5 %.71 
Semakin rendah nya pasar permintaan terhadap tenaga kerja yang juga 
dikarenakan masih terdapatnya pekerja yang usia lanjut untuk tetap bekerja atau 
menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi di beberapa sektor industri di 
Jepang menjadikan faktor utama bagi penduduk Jepang dengan usia produktif 
kesulitan untuk mencari pekerjaan, namun hal beberapa hal lain yaitu pekerja yang 
yang secara sukarela berhenti dari pekerjaan awal mereka baik secara sukarela atau 
ataupun dengan alasan ingin berganti dengan pekerjaan yang lebih baik. 72 
 
                                                          
71 Ibid.  
72 Kuroda, Sachiko. (2003). Analysis of Changes in Japan's Unemployment Rate Using Gross 
Flow Data. Monetary and Economic Studies. 21.hal.70 
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Faktor lain yang juga menjadikan tinggi nya tingkat pengangguran bagi 
generasi muda dengan usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan adalah dengan 
adanya budaya yang terbilang kaku dan tidak fleksibel bagi kalangan pekerja muda 
yang akan melamar pekerjaan, hal ini tidak sepenuhnya menjadi jaminan bagi 
Jepang dengan perekonomian terbesar di dunia dapat memberikan kesempatan yang 
sama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang yang lebar bagi pekerja 
yang lebih muda. 73 
Faktor lain yang juga membuat angka pengangguran yang tinggi di Jepang 
adalah sulitnya untuk kembali bekerja bagi yang telah meninggalkan pekerjaan 
mereka sebelumnya atau bahkan tidak pernah memiliki pengalaman bekerja 
sebelumnya, dalam hal ini perempuan yang sebelum menikah lalu bekerja dan 
setelah menikah lalu memiliki anak cenderung memiliki kesempatan yang sangat 
kecil untuk mereka dapat kembali bekerja atau bahkan mereka tidak memiliki 
kesempatan peluang sama sekali untuk kembali bekerja begitu pula dengan stigma 
yang berkembang di masyarakat  bahwa setelah para sarjana lulus sekolah maka 
akan langsung bekerja padahal mereka tidak memiliki pengalaman dalam bekerja 
atau paling tidak memiliki skill yang dibutuhkan di pekerjaan mereka. 74 
 
 
 
 
                                                          
73 Shuryhina, Viktoriia. (2017). Unemployment Policy: Youth Unemployment in Japan.diakse: 
file:///C:/Users/user/Downloads/ShuryhinaViktroiia.UnemploymentPolicyinJapan.YouthUnemplo
yment%20(1).pdf. hal. 7  
74 Ibid.  
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Grafik 2.6 
Jumlah Orang yang Bekerja di Jepang 
 
 
Sumber : CEIC Data75 
 
Berdasarkan data di grafik 2.6 menunjukkan data orang-orang yang bekerja 
di Jepang seiring dengan semakin tinggi nya angka penangguran di Jepang, jumlah 
angka untuk orang bekerja di Jepang juga menunjukkan peningkatan secara 
signifikan di tahun 2019 yang mencapai 650.000.000 juta penduduk bekerja baik di 
sektor perusahaan makro ataupun mikro, namun hal seiring memasuki tahun 
berikutnya jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan sebesar 320.000.000 
di tahun 2020.76 
Selain angka pengangguran yang kembali meningkat di Jepang akibat dari 
meningkatnya populasi penduduk berusia tua, dampak lain yang ditimbulkan 
adalah tingkat kriminalitas yang terjadi di Jepang.77 Walaupun data yang didapat 
                                                          
75 Orang Jepang yang Bekerja, diakses: https://www.ceicdata.com/id/indicator/japan/employed-
persons pada. 27/05/2020 
 
76 Ibid. 
77 Magdalena Osumi, Japan's crime rate hits postwar low, but child abuse, domestic violence and 
offenses by elderly on rise, diakses:https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/29/national/crime-
legal/japans-crime-rate-hits-postwar-low-report-shows-rise-child-abuse-domestic-violence-
offenses-elderly/#.XtDAGVUzbIU pada. 29/05/2020 
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dari Japantimes.co menyebutkan jika angka kriminalitas di Jepang mencapai angka 
terendah sejak 30 tahun terakhir dibandingkan sejak tahun 1989 yang diperkirakan 
mencapai 817.338 di tahun 2018, namun beberapa data yang masih diperoleh 
mencacat sejumlah kejahatan yang terjadi di Jepang dan menunjukkan angka yang 
signifikan seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh penduduk usia tua mencatat 
terdapat 12.2 % terbukti mencuri dan dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga 
mengakibatkan penambahan narapidana usia lanjut, selain itu kasus pencurian yang 
dilakukan oleh imigran yang datang ke Jepang secara ilegal yang mencatat angka 
sebesar 60.2 %  di tahun 2018. 78 
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah memaparkan berdasarkan data-
data mengenai permasalahan yang dialami oleh masyarakat Jepang mengenai 
faktor-faktor yang melatar belakangi angka kelahiran yang rendah ( shousika ) di 
Jepang, guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah Jepang membutuhkan 
perubahan yang berupa kebijakan baru di periode kedua pemerintahan Shinzo Abe.  
                                                          
 
78 Ibid.  
